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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah Rokan hilir 
No.8 tahun 2009 tentang pembangunan  kawasan kepenghuluan Ujung Tanjung. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan 
pengumpulan data melelui wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Yang menjadi nara sumber 
dalam penelitian ini adalah Kepela Kepenghuluan Ujung Tanjung, Sekretaris Kepenghuluan, Kepala 
Dinas Pekerja Umum dan staf – stafnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi yang 
dilakukan di kepenghuluan Ujung Tanjung dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari 
terlaksananya pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik di Kepenghuluan Ujung 
Tanjungdengan baik, meskipun peleksanaan implementasi pembangunan belum dapat dilaksanakan 
secara menyeluruh ini diakibatkan anggaran yang terbatas. 
Kata kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Pembangunan 
Abstract 
This study aims to determine how the implementation of local regulations Rokan downstream 
No.8 of 2009 on regional development kepenghuluan Ujung Tanjung. The method used in this 
research is descriptive method with qualitative analysis, and data collection melelui interview, 
literature study and observation. Which becomes a resource in this study is KepelaKepenghuluan 
Ujung Tanjung, Secretary Kepenghuluan, Head of Public Workers and staff - staff. The results 
showed that the implementation is done in kepenghuluan Ujung Tanjung was successful. This can 
be seen from the implementation of development - the development of both physical and non-
physical in Ujung Tanjungkepenghuluan well, although peleksanaan implementation of 
development can not be implemented as a whole is due to a limited budget. 
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Indonesia merupakan Negara kepulauan 
yang berpengaruh terhadap mekanisme 
pemerintahan Negara. Dengan keadaan 
geografis yang berupa kepulauan ini 
menyebabkan pemerintah sulit 
mengkoordinasi daerahnya. Untuk 
memudahkan pengaturan atau penataan 
pemerintahan maka diperlukan adanya suatu 
sistem pemerintah yang dapat berjalan secara 
efisien dan mandiri tetapi tetap terawasi dari 
pusat.Di era reformasi ini sangat di butuhkan 
sistem pemerintahan yang memungkinkan 
cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun 
tetap berada dibawah pengawasan 
pemerintahan pusat. Hal tersebut sangat 
diperlukan karena mulai munculnya ancaman-
ancaman terhadap keutuhan Negara 
KesatuanRepublik Indonesia (NKRI), hal  
tersebut di tandai dengan banyaknya daerah-
daerah yang ingin memisahkan diri dari 
Negara kesatuan republik  indonesia. 
Pada kenyataannya, otonomi daerah itu 
sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada 
pemerintah daerah.Selain diatur dalam 
perundang-undangan, pemerintah pusat harus 
mengawasi keputusan – keputusan yang 
diambil oleh pemerintah daerah. Apakah sudah 
sesuai dengan tujuan nasional, yaitu 
pemerataan pembangunan diseluruh wilayah  
republik indonesia yang berdasar pada sila 
kelima pancasila, yaitu keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat indonesia. 
Otonomi daerah  adalah hak 
wewenang dan kemajuan daerah otonomi 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintah dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang 
– undangan. Daerah otonom  adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas 
daerah tertentu wewenang mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam sistem Negara kesatuan 
republik indonesia. Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dalam 
sistem pemerintah Nasional dan berada di 
daerah Kabupaten.Hal ini dilakukan dengan 
maksut dalam rangka usaha menjamin lajunya 
perkembangan, keseimbangan dan 
kesinambungan pembangunan serta dalam 
rangka untuk meningkatkan pembangunan 
kawasan kepenghuluan di Kabupaten Rokan 
Hilir. 
Peraturan daerah adalah hasil 
kebijakan pemerintah daerah untuk 
menjalankan pembangunan kawasan tingkat 
desa, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 
mengeluarkan peraturan daerah nomor 8 
tahun 2009 tentang pembangunan kawasan 
kepenghuluan sesuai dengan undang-undang 
dasar (UUD) tahun 1945 dan undang – ungang 
otonomi daerah. Berdasarkan peraturan 
pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir 
nomor 8 tahun 2009 tentang pembangunan 
kawasan kepenghuluan di Kecamatan Tanah 
Putih diberi kewenang sepenuhnya oleh 
pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk 
membangun desanya sendiri sesuai dengan 
peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan 
Hilir mengeluarkan peraturan tersebut supaya 
tercapainya pembangunan yang merata dan 
bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rokan 
hilir khususnya dikepenghuluan Ujung Tanjung  
Kabupaten Rokan Hilir Riau. 
Pemerintah kepenghuluan Ujung 
Tanjung yang merupakan pelaksana tugas dari 
Kecamatan Tanah Putih, dalam rangka 
meningkatkan pembangunan kawasan 
kepenghuluan dipemerintahan, melakukan 
beberapa cara dalam menerapkan 
pembangunan kawasan kepenghuluan 
bertujuan untuk menata ruang disebut 
kepenghuluan guna tercapainya keseimbangan 
dan keharmonisan antara fungsi kawasan 
sebagai tempat permukiman, pelayanan  jasa 
publik dan sosial, serta fungsi kawasan sebagai 
pusat kegiatan ekonomi dan pasar di 
Kepenghuluan Ujung Tanjung. 
 




Adapun metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan 
analisis kulitatif  yaitu prosedur pemecahan 
masalah yang diselidiki dengan pengamatan 
dengan cara menggambarkan keadaan objek 
peneliti pada saat sekarang, berdasarkan fakta 
- fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 
Menurut Furchan (1992: 10) Mengatakan 
bahwa data deskriptif dapat dilihat sebagai 
indikator bagi norma - norma dan nilai - nilai 
kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang 
menyebabkan atau perilaku manusia. 
Menurut Maleong (2006: 05) Metode 
deskriptif ini dilakukan peneliti menggunakan 
pendekatan kualitatif yaitu sebagai berikut. 
Adalah merupakan penelitian yang 
memanfaatkan wawancara terbuka untuk 
menelaah dan memahami sikap, pandangan, 
perilaku individu dan sekelompok orang. 
Metode ini diarahkan pada latar 
belakang dan individu secara kualistik 
menggunakan metode deskriptif sehingga 
dapat memberikan gambaran mengenai 
realitas sosial yang kompleks mengenai 
pembangunan kawasan kepenghuluan. Dengan 
demikian dalam penelitian ini peneliti 
menghubungkan data, fakta dan informasi 
yang ada dikepenghuluan Ujung Tanjung 
Kabupaten Rokan Hilir mengenai 
implementasi peraturan Daerah Rokan  Hilir 
no.8 tahun 2009 
tentangpembangunankawasan kepenghuluan 
dengan menganalisa kebenaran berdasarkan 
fakta - fakta yang diperoleh 
Teknik  pegumpulan data adalah suatu 
cara untuk memperoleh kebenaran yang di 
pandang ilmiah dalam suatu penelitian 
terhadap hasil yang diperoleh secara 
keseluruhan. Secara empiris dengan 
mengumpulkan data yang relevan, teknik  
pengumpulan data terdiri atas: (1) observasi, 
kegiatan pengamatan dan pencatatan tersebut 
dilakukan secara langsung pada objek 
penelitian dengan cara non partisipasi artinya 
peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja 
dan mencatat hal yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian, (2) wawancara atau 
interview dengan melakukam percakapan atau 
tanya jawab lisan antara dua orang atau 
selebihnya yang diarahkan untuk tujuan 
tertentu. Metode yang digunakan adalah 
interview bebas terpimpin, yaitu penulisan 
mengajukan beberapa pertanyaan yang telah 
disiapkan kemudian langsung dijawab oleh 
informan dengan bebas dan terbuka. Dalam 
hal ini dilakukan peneliti untuk dapat 
menggali informasi data yang akurat dari 
narasumber yang berkaitan dengan kepuasan 
masyarakat terhadap kinerja dinas pekerja 
umum (PU) dan pegawai kantor 
kepenghuluan Ujung Tanjung, 3) dokumentasi, 
dengan melakukan pengamatan langsung di 
lokasi penelitian dengan mencatat hal – hal 
yang terjadi ataupun fakta – fakta yang 
dijumpai yang berkaitan dengan penelitian. 
Kemudian data – data yang dikumpulkan 
dengan teknik dokumentasi cenderung 
merupakan data skunder, sedangkan data – 
data yang dikumpulkan dengan teknik 
observasi dan wawancara cenderung 
merupakan data primer atau data yang 
langsung didapat dari pihak pertama, (4) 
kepustakaan, peneliti menggunakan data – 
data yang relevan dengan permasalahan yang 
di teliti yang diperoleh dari buku dan 
reverensi, serta naskah lainya. Data yang 
diperoleh merupakan data sekunder yang 
digunakan sebagai data pendukung dalam 
analisis data. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ujung Tanjung merupakan salah satu 
desa atau kepenghuluan yang berada di 
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan 
Hilir Provinsi Riau Indonesia. Pada saat 
pembentukan Kabupaten Rokan Hilir adalah 
Ibukota  Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau 
Indonesia menurut undang - undang Nomor 
53 Tahun 1999 tentang pembentukan 
Kabupaten Rokan Hilir. Namun sekarang ini 
Ibukota Kabupaten Rokan Hilir yang resmi 
adalah Bagansiapiapi, setelah Dewan 
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Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui  12 
rancangan undang - undang (RUU) 
penbentukan Kabupaten atau Kota dan RUU 
atas perunahan ketiga atau undang- undang 
Nomor 53 Tahun 1999 disahkan sebagai 
undang- undang dalam rapat paripurna.  
Jarak dari Pusat Pemerintah Kecamatan 
ke ke Penghuluan Ujung Tanjung adalah 17 
km, sedangkan jarak dari pusat Ibukota 
Kabupaten Rokan Hilir ke kepenghuluan 
Ujung Tanjung adalah 72 km. Demikian juga 
Jarak pusat Ibukota Provinsi ke ke 
Penghuluan Ujung Tanjung adalah 4.20 km. 
Keadaan topografis sangat bervariasi, dari 
dataran rendah dan pesisir sungai 
Rokan,dikawasan utara secara umum 
merupakan daerah pesisir, sedangkan 
dikawasaan selatan secara umum merupakan 
daerah pesisir dan sebelah barat secara 
umum berada di daerah dataran rendah, dan 
daerah kawasan timur secara umum 
merupakan daerah berbukit. Daerah pesisir 
utara dan selatan pada umumnya terletak di 
pinggiran sungai Rokan yang mana sungai 
Rokan adalah sungai terpanjang di Provinsi 
Riau dan kawasan barat dataran rendah  
umumnya terdapat di sepanjang jalan Negara 
yang memanjang dari arah barat ke selatan, 
sedangkan dataran tinggi atau perbukitan 
terdapat disepanjang daerah Kelurahan Banjar 
XII di bagian timur. 
Pada dataran rendah cocok untuk 
pertumbuhan tanaman pangan, dan pada 
dataran tinggi cocok untuk jenis perkebunan 
dan kehutanan.Untuk kebutuhan pertanian 
selain memanfaatkan air dari sungai Rokan 
jugak air hujan dan air dari beberapa aliran 
sungai yang hampir merata disetiap 
kepenghuluan, baik sungai besar maupun 
sungai kecil. Adapun kondisi sosial  budaya di 
Kepenghuluan  Ujung Tanjung antara lain 
sebagai berikut: (1) Jumlah Penduduk 
kepenghuluan Ujung Tanjung terdiri atas 719 
kepala keluarga dengan total jumlah jiwa 
adalah 3696 orang,(2) Jumlah agama. Dalam 
memenuhi Kebutuhan religi masyarakat 
kepenghuluan Ujung Tanjung 90%  memeluk 
agama Islam sisanya memeluk agama Kristen, 
maka berikut merupakan jumlah sarana 
keagamaan di kepenghuluan Ujung Tanjung, 
Peraturan  daerah adalah suatu 
kebijakan pemerintah daerah untuk 
menjalankan pembangunan kawasan tingkat 
Kepenghuluan, Pemerintah Kabupaten Rokan 
Hilir mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 
8 tahun 2009 tentang Pembangunan Kawasan 
Kepenghuluan sesuai dengan Undang – 
Undang tahun 1945 dan Undang – Undang 
Otonomi Daerah.  Dengan dikeluarkan 
peraturan daerah tersebut pemerintah daerah 
bisa membangun daerahnya sendiri dan 
menjalin kerja sama antara pemerintah 
Kepenghuluan dengan Pemerintah Kabupaten 
dalam Membangun kawasan Kepenghuluan. 
Peroses implementasi mengacu pada tindakan 
untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah 
ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan 
ini berusaha untuk mengubah keputusan – 
keputusan menjadi pola–pola operasional 
serta berusaha mencapai perubahan–
perubahan besar atau kecil sebagai mana 
yang telah diputuskan sebelumnya. 
Implementasi pada hakikatnya juga upaya 
pemahaman apa yang seharusnya terjadi 
setelah sebuah program dilaksanakan. 
Implementasi kebijakan tidak harus meliputi 
instansi yang bertanggung jawab untuk 
pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga 
menyangkut jaringan kekuatan politik, 
ekonomi dan sosial. 
 
SIMPULAN 
Setiap kebijakan pemerintah 
mempunyai tujuan–tujuan yang berorientasi 
mencapai tujuan maupun pemecahan masalah 
ataupun kombinasi kebudayaan. Implementasi 
pemerintahan daerah suatu fungsi dari 
implementasi program dan berpengaruh 
terhadap pencapaian outcomenya. 
Keberhasilan atau kegagalan implementasi 
dapat dievaluasi dengan cara pengukuran 
pencapaian outcomes dari seluruh program 
terhadap tujuan pemerintah daerah. Sehingga 
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dapat dicermati kebutuhan akan sebuah 
regulasi sebagai implementasi peraturan 
daerah. Peraturan daerah adalah hasil 
kebijakan pemerintah daerah untuk 
menjalankan pembangunan kawasan tingkat 
kepenghuluan. Pemerintahan Kabupaten 
Rokan Hilir mengeluarkan peraturan daerah 
nomor 8 tahun 2009 tentang pembangunan 
kawasan Kepenghuluan sesuai dengan UUD 
tahun 1945 dan Undang – Undang Otonomi 
Daerah. Dengan dikeluarkannya peraturan 
daerah tersebut pemerintahan bisa 
membangun daerahnya sendiri dan menjalin 
kerja sama antara pemerintah kepenghuluan 
dengan pemerintah kabupaten dalam 
mengimplementasikan pembangunan 
dikawasan kepenghuluan Ujung Tanjung. 
Implementasi kebijakan 
pembangunan dan keberhasilan dalam 
merealisasikan pembangunan dapat menjadi 
daya tarik dan dapat dimanfaatkan  dan 
berguna bagi  masyarakat banyak. Hal 
tersebut bukan hanya sekedar membuat 
keindahan lingkungan saja, akan tetapi juga 
harus bardampak positif bagi kehidupan di 
masyarakat setempat khususnya. Dalam 
merealisasikan kebijakan pembangunan juga 
harus dapat menciptakan lingkungan sosial 
yang lebih baik, dalam hal ini perlu banyak 
keterlibatan pihak lain baik masyarakat, 
pemerintah Kepenghulu, dinas PU, maupun 
para instansi swasta harus bekerja sama 
dalam mewujudkan realisasi pembangunan 
yang dapat menambah dinamika sosial 
menuju langkah kemajuan kawasan 
kepenghuluan 
Realisasi pembangunan di suatu 
kawasan diharapkan bisa mengakomodasi 
kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga 
realisasi pembangunan yang dilakukan pihak 
lembaga LPM, BPK, Pemerintah 
Kepenghuluan, dan pihak Dinas PU harus 
bekerja sama dalam pembangunan ekonomi, 
sosial dan pembangunan infrastruktur perlu 
dikembangkan sehingga mampu memberikan 
nilai – nilai tambah bagi suatu kawasan. 
Pemerintah Kepenghuluan Ujung Tanjung 
harus merealisasikan pembangunan di 
berbagai bidang, baik dari segi 
pembangunan infrastruktur juga pendidikan 
yang mendukung dan menjadi kebutuhan 
bagi suatu kawasan Kepenghuluan.  
Antusias Dinas Pekerja Umum (PU) 
yang sangat tinggi dalam merespon program 
– program pembangunan, dari segi 
pengerahan dana juga tinggi. Hal tersebut 
terlihat dari nilai pembangunan fisik 
sebanding dengan dana yang dikeluarkan 
oleh pemerintah dinas PU.  
Dinas Pekerja Umum (PU) sangat 
mempengaruhi kemajuan suatu 
pembangunan dalam suatu daerah, oleh 
sebab itu dinas PU harus terlibat langsung 
dalam merealisasi pembangunan disuatu 
kawasan daerah atau kepenghuluan, dalam 
hal ini dinas PU harus manjadi subyek 
pembangunan bukan lagi objek 
pembangunan. Dan dinas Pekerja Umumlah 
yang merealisasi pembangunan – 
pembangunan yang berada dikawasan 
kepenghuluan atau daerah dan dipekerjakan 
oleh pihak kontraktor, masyarakat dan 
kepenghuluan hanya bisa mengusulkan 
pembangunan melewati musrembang tapi 
tidak bisa merealisasi pembangunan 
infrastruktur dan pengairan secara langsung. 
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